
 

 

 

 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 50 TAHUN  2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
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Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 118); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam  Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Trenggalek. 
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3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas 

adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. 

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah unit Dinas bersifat fungsional, yang 

memberikan layanan secara professional. 

5. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

6. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 

pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 

disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan 

Masyarakat pada Pemerintah Daerah. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 

Fungsional Puskesmas pada Pemerintah Daerah. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Puskesmas. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. kedudukan; 

b. susunan organisasi; 

c. tugas dan fungsi; dan 

d. tata kerja. 

BAB IV 

KEDUDUKAN 

Pasal 4 

(1) Puskesmas merupakan unit Dinas bersifat fungsional dan 

unit layanan yang bekerja secara profesional. 

(2)  Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama sesuai 

ketentuan perundang-undangan dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah 

kerjanya. 

(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di 

bawah kewenangan dan bertanggung jawab Kepada Dinas. 

(4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. Puskesmas rawat inap; dan 

b. Puskesmas non rawat inap. 

Pasal 5 

Daftar nama, nomer kode, fasilitas perawatan, desa/kelurahan 

dan karakteristik wilayah kerja Puskesmas sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas: 
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a. Kepala Puskesmas; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)  Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 

pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas 

tambahan. 

(3)  Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh 

penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan 

kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan 

pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. 

(4)  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, merupakan kumpulan jabatan fungsional 

yang dibentuk berdasarkan kebutuhan Puskesmas. 

(5) Susunan Organisasi Puskesmas  sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu  

Kepala Puskesmas 

Pasal 7 

(1)  Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a bertugas menyelenggarakan, memimpin, 

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas berdasarkan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan.  

 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan 

penunjang Dinas di bidang pelayanan, pembinaan dan 

pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya;  

b. pelaksanaan pelayanan administrasi, ketatausahaan, 

perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; 
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c. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah 

kerjanya;  

d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah 

kerjanya; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan kegiatan; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

(1)  Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai 

dengan keahliannya. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan penjabaran 

tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala 

Dinas. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala 

Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan 

organisasinya maupun antar satuan organisasi di dalam 

wilayah kerjanya. 

(2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 

(3) Kepala Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala maupun 

secara insidentil kepada Kepala Dinas. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2012 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 
 

 Ditetapkan   di Trenggalek 

 pada tanggal 1 November 2021            

   BUPATI TRENGGALEK, 

                                                                               TTD 

MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 
pada tanggal 1 November 2021                         
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
 
                 TTD 
 
        ANIK SUWARNI 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 50 

 


